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ABSTRAK 

 

Sarman 201520252027 “Pemberian Bantuan Hukumterhadap Terdakwa 

Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Pst 

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

pasal 56 Ayat 2 KUHAP terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika dengan 

ancaman hukuman diatas 5 tahun dalam putusan tindak pidana   narkotika dan apa 

kendala dalam penerapan pasal 56 Ayat 2 KUHAP tesebut bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika beserta solusinya. Indonesia adalah 

negara hukum. Artinya, Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan 

atas kekuasaan belaka. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia. 

Hak tersebut tegas dijamin dalam Konstiutsi (UUD 1945) khususnya pasal 28 D 

ayat 1 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

depan hukum. Dalam Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHAP sudah menegaskan 

bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) 

oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Konsekuensi hukum 

jika hal itu tak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa, berita acara 

pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah 

sehigga batal demi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan 

hukum terhadap terdakwa dalam perkara nomor 312/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Pst., 

belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang undang khususnya 

dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang hak terdakwa untuk didampingi oleh 

Penasehat Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap terdakwa. Mengingat 

dalam perkara a quo terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun 

ancaman hukumanan paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun yang menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP wajib didampingi oleh 

Penasehat Hukum. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberi 

masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara 

pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 56 ayat 2 KUHAP 

dalam perkara tindak pidana narkotika dan juga mengetahui kendala yang 

dihadapi beserta solusi dalam penerapan Pasal 56 ayat 2 KUHAP. 

 

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Bantuan Hukum, Hakim, 

Narkotika, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
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ABSTRACT 

 

Sarman 201520252027 Pemberian Bantuan Hukum Tterhadap Terdakwa 

Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 312/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Pst 

The purpose of the writing of this law is to know how the application of article 56 

paragraph 2 KUHAP against the verdict of the criminal offence of narcotics with 

a penalty above 5 years in narcotics crime verdict and what constraints in the 

implementation of article 56 paragraph 2 KUHAP are for the judge in meting out 

the verdict crime of narcotics and its solution. Indonesia is a country of law. This 

means that Indonesia based on the law and not based on mere power. The right to 

legal aid is human rights. Those rights expressly guaranteed in Konstiutsi (UUD 

1945) in particular article 28 D paragraph 1 which States, "everyone has the right 

to recognition, guarantees, protection and legal certainty of fair and equal 

treatment before the law. In article 114 Jo Article 56 paragraph 2 KUHAP had 

already confirmed that legal assistance was mandatory provided (by appointing 

legal counsel) by officials who checked at every level of the examination. The 

legal consequences if it is not done by the examining officer, news of the 

proceedings, the claim or claims of the public prosecutor is not valid sehigga 

annulled by law. The results showed that the legal protection of the defendant in 

the case number 312/Pid. Sus/2016/PN Jkt.Pst., not to implement what is 

mandated by law in particular in article 56 paragraph (1) of the CODE of 

CRIMINAL PROCEDURE on the rights of the accused to accompanied by legal 

counsel as the legal protection of the defendant. Remember in a quo defendant not 

accompanied by legal counsel despite the threat of the most hukumanan short 

period of 6 (six) years old and at most 20 (twenty) years according to section 56 

subsection (1) a compulsory KUHAP was accompanied by legal counsel. 

The benefits derived from these studies is to give input to science in the science of 

law in General and the law of criminal procedure in particular with regard to the 

application of Article 56 paragraph 2 KUHAP in the case of narcotics criminal 

acts and also find out obstacles faced and their solutions in the application of 

Article 56 paragraph 2 KUHAP. 

 

Keyworlds : Juridical Review, Legal Assistance, Justice, Narcotics, 

The Central Jakarta District Court 
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